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PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2019/PA Tkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Takalar, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh: 

Pemohon umur 55 tahun, Agama  Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat  kediaman  di  Lingkungan  =====,   Kelurahan  =====,

Kecamatan  =====,  Kabupaten  Takalar,  selanjutnya  disebut

sebagai Pemohon I;

Termohon, umur 57 tahun, Agama  Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak

ada,  tempat  kediaman  di  Lingkungan  =====,   Kelurahan

=====,  Kecamatan  =====,  Kabupaten  Takalar,  selanjutnya

disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II. 

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  melalui  surat  permohonan  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Takalar  Nomor  23/Pdt.P/2019/PA  Tkl.

tanggal 19 Juni 2019, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

pengesahan  nikah  dengan  alasan-alasan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 1979, Pemohon I dengan Pemohon II

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan =====,

Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa pada saat  pernikahan tersebut  yang menikahkan adalah Imam

Kelurahan bernama Baharuddin dan wali nikahnya adalah Ayah kandung

Pemohon II (dua) yang bernama Husen adapun saksi nikahnya adalah 2

(dua) orang laki-laki dewasa bergama islam masing-masing bernama : 
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a. Dg. Gassing;
b. Saso Dg. Tula

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus  jejaka dan

Pemohon II berstatus perawan; 
Dengan mahar berupa I (satu) bidang tanah dengan luas 6 (enam) are di

bayar tunai;
4. Bahwa antara  Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga,

tidak  sesusuan  serta  memenuhi  syarat  dan  tidak  ada  larangan  untuk

melakukan  pernikahan,  baik  menurut  ketentuan  hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  I dengan  Pemohon  II

bertempat tinggal di Lingkungan =====,  Kelurahan  =====, Kecamatan

=====,  Kabupaten  Takalar,  sampai  sekarang  dan  telah  hidup  rukun

sebagaimana  layaknya suami istri  dan  dikaruniai  5  (lima)  orang anak

masing-masing bernama :
- Djunaedi syam Bin Salim Dg. Se’re;
- Hamzah Bin Salim Dg. Se’re;
- Murniaty Binti Salim Dg. Se’re;
- Samsuna Binti Salim Dg. Se’re;
- Mitahayati Binti Salim Dg. Se’re

6. Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

dan  selama  itu  pula  para  Pemohon  tidak  pernah  bercerai  dan  tetap

beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon II (dua)  hendak mengurus penerbitan pasport sehingga

membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai salah satu syarat kelengkapan

berkas;
8. Bahwa,  pemohon  tidak  pernah  menerima  Kutipan  Akta  Nikah  dari

pegawai  pencatat  nikah  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  =====,  Kabupaten  Takalar  dan  setelah  Pemohon

mengurusnya ternyata pernikahan para pemohon tidak pernah tercatat;
9. Bahwa oleh karena itu  Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan

Pengesahan  Nikah  dari  Pengadilan  Agama  Takalar  untuk  mengurus

penerbitan pasport  sebagai salah satu kelengkapan berkas untuk dapat

menunaikan ibadah haji;
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      Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili  perkara  ini,  berkenan  menjatuhkan  penetapan  yang  amarnya

berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  Pemohon I  (=====)  dengan  Pemohon II

(=====)  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  11  November  1979,  di

Lingkungan  =====,  Kelurahan  =====,  Kecamatan  =====,  Kabupaten

Takalar; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hokum;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  I  dan

Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa  pemeriksaan  perkara  diawali  dengan  pembacaan  surat

permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan

Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan

Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk   atas  nama

Pemohon  I (=====)  Nomor:  7305070107630177,  tanggal  2

Desember  2012  yang dikeluarkan oleh  Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Alat bukti tersebut cocok dengan

aslinya, bermeterai cukup dan bercap pos (P.1). 
2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama

Pemohon  II  (Jumaria  Dg.  Kanang)  Nomor:  7305074107610082,

tertanggal  2  Desember  2012   yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Takalar.  Alat  bukti

tersebut  cocok dengan aslinya,  bermeterai  cukup dan bercap pos

(P.2). 
3. Fotokopi  Kartu  Keluarga atas  nama Pemohon I

( =====, Nomor 73050725010550182 tertanggal 21 November 2011

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
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Kabupaten  Takalar.  Alat  bukti  tersebut  cocok  dengan  aslinya,

bermeterai cukup dan  bercap pos (P.3).
4. Fotokopi   Surat  Keterangan Penyaksian Pernah

Nikah  atas  nama  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  Nomor

12/IMKPL/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Imam

Kelurahan  =====, Alat  bukti  tersebut  cocok  dengan  aslinya,

bermeterai cukup dan  bercap pos (P.4).

b. Saksi-saksi :

1) ===== (saudara ipar Pemohon I), di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri; 

- Bahwa  saksi  hadir  dan  menyaksikan  langsung  pernikahan

Pemohon I dan Pemohon I yang dilangsungkan pada tanggal 11

Nopember  1979  di  Kelurahan  =====,  Kecamatan  =====,

Kabupaten Takalar; 

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

yang bernama Husen, sedangkan ijab kabul dilangsungkan oleh

Pemohon  I  sebagai  mempelai  laki-laki,  dan  Imam  Kelurahan

===== bernama Baharuddin. 

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dg.  Gassing

dan Dulla Dg. Rewa.

- Bahwa dalam perkawinan tersebut  Pemohon I  memberi  mahar

kepada  Pemohon  II  berupa  tanah  seluas  6  are,  yang  dibayar

secara tunai; 

- Bahwa  Pemohon  berstatus  jejaka  dan  Pemohon  II  berstatus

perawan; 

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II  tidak ada hubungan

nasab, semenda, atau sesusuan; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  hidup

bersama dan telah dikaruniai lima orang anak; 

- Bahwa  tidak  pernah  ada  yang  keberatan  terhadap  perkawinan

Pemohon I dan Pemohon II.
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- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus administrasi

sekaligus  membayar  biaya  pencatatan  nikah  namun  sampai

sekarang buku nikahnya tidak terbit.

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan  permohonan

itsbat  nikah  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  tentang

pernikahannya serta  sebagai  kelengkapan  berkas  pengurusan

Haji.

2) ===== (imam Kelurahan =====), di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri; 

- Bahwa  saksi  hadir  dan  menyaksikan  langsung  pernikahan

Pemohon I dan Pemohon I yang dilangsungkan pada tanggal 11

Nopember  1979  di  Kelurahan  =====,  Kecamatan  =====,

Kabupaten Takalar; 

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

yang bernama Husen, sedangkan ijab kabul dilangsungkan oleh

Pemohon  I  sebagai  mempelai  laki-laki,  dan  Imam  Kelurahan

===== bernama Baharuddin. 

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dg.  Gassing

dan Dulla Dg. Rewa.

- Bahwa dalam perkawinan tersebut  Pemohon I  memberi  mahar

kepada  Pemohon  II  berupa  tanah  seluas  6  are,  yang  dibayar

secara tunai; 

- Bahwa  Pemohon  berstatus  jejaka  dan  Pemohon  II  berstatus

perawan; 

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II  tidak ada hubungan

nasab, semenda, atau sesusuan; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  hidup

bersama dan telah dikaruniai lima orang anak; 

- Bahwa  tidak  pernah  ada  yang  keberatan  terhadap  perkawinan

Pemohon I dan Pemohon II.
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- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus administrasi

sekaligus  membayar  biaya  pencatatan  nikah  namun  sampai

sekarang buku nikahnya tidak terbit.

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan  permohonan

itsbat  nikah  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  tentang

pernikahannya serta  sebagai  kelengkapan  berkas  pengurusan

Haji.

Bahwa  di  persidangan,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mencukupkan

bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan

mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa  untuk  lengkapnya  uraian  fakta  serta  jalannya  pemeriksaan

perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah

termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  pada  pokoknya

memohon  agar  pernikahannya  diitsbatkan  melalui  penetapan  Pengadilan

Agama Takalar demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar

di Kantor urusan Agama setempat.

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  permohonannya,

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti

P.1 sampai dengan P.4, yang bermeterai cukup dan bercap pos.  Bukti P.1

s.d. P.4 bersesuaian dengan aslinya,. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II

mengajukan pula dua orang  saksi  yang memberikan keterangan di  muka

sidang  dan di  bawah sumpah.  Dengan demikian,  segenap bukti  tersebut

telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di

persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima

dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 23/Pdt.P/2019/PA Tkl.
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Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  sampai  dengan  P.4 adalah  akta  yang

dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan

ketentuan  perundang-undangan,  sehingga  berkualifikasi  sebagai  akta

autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di  dalamnya,

yang  secara  substansial  relevan  dengan  perkara  ini,  harus  dinyatakan

terbukti.

Menimbang,  bahwa  materi  keterangan  kedua  saksi  Pemohon I  dan

Pemohon II  merupakan  pengetahuan  pribadi  kedua  saksi  yang  diperoleh

langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan

dalil  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II.  Dengan  demikian,  materi

keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  kualifikasi  materi

keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310

R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan

keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  segenap  pertimbangan  atas  bukti

tertulis  dan  saksi-saksi  Pemohon  I  dan  Pemohon  II,  yang  dinilai  telah

memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah

cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa  Pemohon I  dan  Pemohon II  melangsungkan  perkawinan  pada

tanggal  11  November  1979 di  Lingkungan  =====,  Kelurahan  =====,

Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang

bernama Husen,  sedangkan ijab kabul  dilangsungkan oleh Pemohon I

sebagai  mempelai  laki-laki,  dan  Imam  Kelurahan  =====  bernama

Baharuddin. 

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dg. Gassing dan Dulla

Dg. Rewa.

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi  mahar kepada

Pemohon II berupa tanah seluas 6 are, yang dibayar secara tunai; 

- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; 

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II  tidak ada hubungan nasab,

semenda, atau sesusuan; 
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- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan

telah dikaruniai lima orang anak; 

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I

dan Pemohon II.

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sudah  mengurus  administrasi

sekaligus  membayar  biaya  pencatatan  nikah  namun sampai  sekarang

buku nikahnya tidak terbit.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah

untuk  memperoleh  kepastian  hukum  tentang  pernikahannya serta

sebagai kelengkapan berkas pengurusan Haji.

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan

permohonan  pengesahan  nikah  untuk  mendapatkan  buku  nikah  semata-

mata  untuk  mendapatkan  bukti  yuridis  hubungan  hukum mereka  sebagai

suami  isteri.  Maksud  atau  alasan  permohonan  tersebut  tidak  disebutkan

secara spesifik dalam ketentuan Pasal  7 Kompilasi  Hukum Islam sebagai

alasan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  muka,

Pemohon I  dengan Pemohon II  telah melengkapi  administrasi  pendukung

pencatatan  nikahnya,  namun  sampai  saat  ini  buku  nikah  sebagai  bukti

pernikahannya belum terbit sehingga  para Pemohon   menanyakan di kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  =====,  dan  berdasarkan   informasi  yang

didapatkan oleh para Pemohon dari Pegawai Pencatat Nikah, Surat Nikah

para Pemohon tidak ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan

Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan

mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan

dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, peristiwa pernikahan Pemohon I

dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak dapat diterbitkan Akta dan Kutipan

Akta Nikahnya kecuali ada penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan

perkawinan tersebut sah.

Menimbang,  bahwa  ketentuan  pencatatan  perkawinan  pada

hakekatnya meletakkan dasar bagi suatu design masyarakat yang maju yang

tertib  administratif,  khususnya  dalam  bidang  pencatatan  peristiwa  hukum
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penting dalam kehidupan.  Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-

VIII/2010  tanggal  13  Februari  2012  tentang  pengujian  Pasal  2  ayat  (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyebutkan

pentingnya pencatatan nikah dari dua perspektif;  pertama, perspektif upaya

negara  memberi  jaminan  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan

pemenuhan hak asasi  manusia  kepada pihak-pihak yang  melangsungkan

pernikahan.  Kedua,  perspektif  upaya  negara  memberi  perlindungan  dan

pelayanan terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan secara

efektif dan efisien, khususnya terhadap hak suami, istri, dan anak-anak yang

lahir  dari  pernikahan  tersebut.  Berdasarkan  kedua  perspektif  tersebut,

legalisasi  poligami tanpa izin  menjadi  kontra poroduktif  dengan semangat

undang-undang tentang pencatatan perkawinan, yang lebih jauh berakibat

terhambatnya gerak fungsional  hukum sebagai  sarana rekayasa sosial  (a

tool of social engineering). 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fungsi-fungsi  tersebut,  maka

perkawinan  yang  tidak  tercatat  akan  menjadi  penghalang  untuk

mendapatkan  sejumlah  hak  sebagai  warga  negara.  Karena  itu,  Majelis

Hakim menilai bahwa meskipun alasan permohonan pengesahan nikah yang

diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak disebutkan dalam suatu peraturan

perundang-undangan termasuk pula dalam Kompilasi Hukum Islam, namun

karena hal tersebut bukan disebabkan oleh adanya itikad buruk Pemohon I

dan Pemohon II, bukan pula karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II

namun  akibat  langsung  dari  tidak  berjalan  maksimalnya  pelayanan  oleh

aparatur  administrasi  pencatatan  nikah,  serta  sistem  pendaftaran  dan

penerbitan akta nikah tidak mempunyai mekanisme penyelesaian masalah

administratif terhadap perkawinan yang telah lampau 3 tahun lamanya, maka

permohonan pengesahan nikah Pemohon harus bisa diperiksa dan diadili

oleh  pengadilan  sebagai  satu-satunya  jalan  keluar  yang  bisa  memenuhi

kepentingan dan hak Pemohon serta melindunginya dari kerugian-kerugian

akibat  permasalahan  administratif  pencatatan  nikah  yang  terjadi  diluar

kelalaiannya.
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Menimbang,  bahwa  mengenai  peristiwa  perkawinan  Pemohon  I

dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam

perkawinan  tersebut  sudah  ada  mempelai  laki-laki  dan  mempelai

perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi,

dan ada ijab qabul  yang dilangsungkan oleh  Pemohon I  dan imam yang

mewakili  wali  nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim

menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Rukun  dan  syarat  perkawinan  itu  sendiri  telah  sesuai  dengan  ketentuan

Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. 

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada

pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I

tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan

Pemohon II  tidak sedang terikat  tali  perkawinan dengan laki-laki  lain  dan

tidak sedang dalam masa iddah.   Oleh karena itu,  Majelis Hakim menilai

bahwa perkawinan Pemohon I  dan Pemohon II  tidak melanggar  larangan

dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d.

11  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.  Pasal  39 s.d.  42  Kompilasi

Hukum Islam.

Menimbang,  bahwa  karena  perkawinan  Pemohon  telah  memenuhi

rukun  dan  syarat  perkawinan,  tidak  melanggar  ketentuan  mengenai

halangan/larangan perkawinan,  dan permohonan pengesahannya diajukan

untuk  maksud yang  tidak  bertentangan  dengan hukum,  maka pengadilan

dapat  mengabulkan  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tersebut

dengan  menyatakan  sah  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang

berlangsung  pada tanggal  11  November  1979  di  Kelurahan  =====,

Kecamatan =====, Kabupaten Takalar. 

Menimbang,  bahwa  untuk  tertibnya  pencatatan  perkawinan,  maka

sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal

36  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya
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pada  pegawai  pencatat  nikah  yang  mewilayahi  tempat  pelaksanaan

perkawinannya  tersebut,  yaitu  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  =====,

Kabupaten Takalar.

Menimbang,  bahwa  berdasar  pada  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dan  diperbaiki

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

50  Tahun  2009  maka  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Pemohon I  dan

Pemohon II.

Memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.. 

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

2. Menyatakan  sah  perkawinan  Pemohon  I  (=====)  dengan  Pemohon  II

(=====)  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  11  November  1979,  di

Lingkungan  =====,  Kelurahan  =====,  Kecamatan  =====,  Kabupaten

Takalar; 

2. Membebankan kepada para  Pemohon untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

               Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Takalar  pada hari Selasa  tanggal 16 Juli  2019 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  13 Dzulkaidah  1440  Hijriah,  oleh  Adhayani

Saleng Pagesongan, S.Ag.  sebagai  Ketua Majelis  serta  Fadilah,  S.Ag,

dan  Muh.  Hasyim Lc.  sebagai  Hakim  Anggota,  dan  pada  hari  itu  juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  oleh Ketua Majelis tersebut,

dengan  dihadiri  oleh  Hakim  Anggota  tersebut,  dibantu  oleh  Nur  Qalbi,

S.HI.,M.HI. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  pula  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
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Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Fadilah, S.Ag. Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi, S.HI.,M.HI.

     Perincian Biaya Perkara :

- 1. Pendaftaran           : Rp    30.000,00
- 2. Proses            : Rp    50.000,00
- 3. Panggilan           : Rp  160.000,00
- 4. PNBP panggilan pertama Pemohon I  : Rp     10.000,00
- 5. PNBP panggilan pertama Pemohon II : Rp     10.000,00
- 6. Redaksi                                   : Rp     10.000,00
- 7. Meterai                                                                : Rp          6.000,00
-     J u m l a h          : Rp  276.000,00 
-    ( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). 
-
-
-
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